
WALIKOTA l"ALEMIIANG 

PERATURAN WAUKOTA PAL.EMBANG 

NOMOR 79 TAHUN 2011 

TENTANG 

PE.DOMAN PENYUSUNAH ST ANO AR OPERAStONAL PROSeOUR AOMINISTRASI 
PEMERINTAHAN 04 UNGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

WAU KOTA PALEMBANG, 

Meoimbaog . a. bahwa ctalam rangk& mewujudkan penyelenggaraan fungsi 
pemerintahan beN:lasal'kan prinsip tata kelola pemerintahan yang beik 
dan kepemerintahan yimg bersih, perlu adanya pedoman penyusunan 
standar Oporaslonal Prooedur, 

b, bahwa untuk pelakHnaan reformasi bil'Ckrasi melalui pengaturan 
sistem dan ptOS~ur kerja yang }elas, efektif, efisien dan terukur sesual 
deogan PG'8turan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomoc PER/21/M.PAN/1112008: 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan S&bagalmana dfllaksod p~ 
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman 
Penyuaunan Stand,at Operasional Prosedur Adtninistl'BsJ Pemerintahan 
di Ungl<ungan Pemefintah Kola Palembang. 

Me1glngat : 1. Undang-Undang NOl110f 28 Tahun 1959 tentang Pembenlul<an Daerah 
Tlngkat II don Kotap<aja di Sumotera Selata (Lembaran Nega-a 
Republl< lndooesia Tahun 1959 Nomor 73, Tamt>ahan Lembaran 
Neg~l'I! Rep!ll)fik lod<J,1~ NomQ< 11l,!1; 

2. Undang-l}ndang Homo< 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 53, T$rl"b,hen Lembsran Negare: Repub'.W. 
lndone,;io Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(leimaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar>n 
Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nocnor 12 Ta~un 2008 (Lembaran ~ara ReP<JbHk 
Indonesia Tahun 2008 NomO< 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

4, Undang-1/ndang Nomor 25 Tahun 2009 tenlang Pelayanan Publik 
(Lemba,,ren Negare RepVblik lncloneeia Tahun 2009 Nomot 112, 
Tambahan L.-an Negara Republik lndone,;ia NO<nor 5038); 

5. Poreturen Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tenteng Organisasi 
Perangkat Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nom0< 89, Tambahan lembaran Negara R8P\lblik lndoneEia 
Noma< 4741); 

6. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Tekrlis Penataan Organisas.i Pel'clngkilt Oaereh; 



7 Peratufaf , Meol&c1i N-aga,a Poodayagunaan Aparatur Negara NOfl'lO( 

PER/21/M.PAN/11/2008 tentang PedomM Penyusunan Standat 
Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerin.tahan: 

8 . Peraturan Oaerah Kota Pa$embang Nomor 6 Tahun 2008 1entallg 
Urusan Pemerintahan Kola Palembang {Lembaran Dae.rah Kota 
Palembang Tallun 2008 Nomor 6); 

9 . Peraturan Oaerah Kota Patembang Nomor 8 Tahun 2008 tenta-.g 
Pembentokan, Susunan Org,anisasi den Tata Kerja Sekretariat Daerah 
Kota Palembang, Sek,etariat Dewan Perwakilan Rakyat Oaerati Kota 
Pa.lentban9 dan Staf Ahli Walikota (l embaran Oaet'ah Kota Palemba-,g 
T ahun 2008 Nomor 8); 

10. Peraturan O&erah Kota Palembang Nomor- 9 Tahun 2008 tenta,g 
Pembentukan, Sus.unan Organis.asi dan Tata Kerja Dinas Oaerah Kot~ 
Palemoang (Lemt>aran oael'ah Kota Palembang 1 ah1,1n ~001:S Nomor 9): 

11. Peraturan Oaerah Kota Palembang Nornor 10 Tahun 2008 tenta,g 
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Len'tbaga Teknis 
Oaerah Kota PaJembang (lembaran Dae<ah Kota Palemba,g 
Tahun 2008 Nomor 10): 

12. Peraturan Oaerah Kata Palembang Nomor 11 Tahun 2008 1enta19 
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kelja Kecamatan dan 
Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 11 ); 

13. Peraturan Oaerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2008 centa,g 
Pembentukan, Susunan Organisas.l dan Tata Kerja Pelaksana Har»n 
Badan Narkotika Kota Palembang (Lembaran Oaerah Kota Palemba,g 
Tahun 2008 Nomor 12). 

14. Pe-raturan Oaerah Kota PaJembang Nom0< 2 Tahun 2010 tenta19 
Perubahan Atas Peraturan Oaerah Kota Paelmbang Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Keia 
Lembaga Teknis Oaerah Kota Palembang (Lembaran Oaerah Kota 
Palembang Tahun 2010 Nomor 2). 

MEMUTUSKAN : 

Menetaplo,n : PERATURAN WAI.IKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR 
OPERASIONAL PROSEOUR AOMINISTRASI PEMERINTAHAN DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG. 

SABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Oalam Peraturan Wallkota ms. yang dlmak&ud dengan • 
1. F>emerintah Kota adaian Pemenntah Kota Pa~bang. 
2. Walik.ota adalah Wahl<Ota Palembang, 
3. Perangkat Daerah adatah unsur pembantu Walikota d.llam 

penye4enggaraan Pemerintahan Oaerah yang terd fri dari Sekretariat 
Oaerah. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah, Olnas Oaorah. 
Lemb3g3 Tek.ni$ Daef'3h ctan lembaga lainnya. 

4 , Unit Organisasi a,dalah satuan organisasi yang kedudukannya b&rada d i 
bawah dan bertan99ung jawab langsung kepada dan/atau di ba"'ah 
koordina$i Walikota, 

5. Unit OrganMsl L..ayanan lnt&mal adalah unit organ.isasi yang memilik.i 
tugas pokok dan fungsl memberikan petaya.nan secara Internal kepada 
sesa,na u1\it 01ganisaSi dl ung1<uoga1t Pemeri11tah Kota PMenlbang 
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6. Unil o,gaoisasi Layanan Eiu.teu\aJ &dftlah unit organisasi yang memiliki 
tugas pokok dan fungsl memberikan pelayanan secara ekstemal 
kepada masyarakat pen9gun.a jasa. 

7. Unrt o,ganisasl campuran adalah unit organisasi yang memlliki tugas 
pokok dan fungsi membefil<.an pelayanan secara internal dan ekstemaL 

8. Prosedur adalah langkah .. lang:kah \'.Jan tahapan mekanisme kerja yang 
harus diikuti oleh sefurvh unit organisasi untuk melaksanakan keglat.an 
sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. 

9. Kegiatan adaiah penjabatati darl tugas dan rinci-an tugas unluk 
mencapai hasil kerja tertentu, SMu.a, dengan langk.ah-langkah \cerja 
yang tetah ditentukan dalam Standar OperaSional Prosedur. 

10. Standat Operaslonal Prosedur ~dalah serangkaian instn;ksi te.'tlllis 
yang d!bakukan mengenai berba98i proses penyelenggaraan 
admlnistrasi pemerintahan. 

11. Pelayanan intcMal adalah betbagai Jertis pelayanan yang di-.ukan 
oleh unit-unit pendukung pada sekretarlat ke,pada &e:luruh unit-unit atau 
pegawai yang berada dalam lingkungan Internal organisasi pemerintah 
sesua1 denQan tugas pokok clan tvn95inya 

12. Pelayanan Ekstamal adalah bert>agai jenis pe&ayanan ymg 
dilaksanakan unit-unk llnl o,ganisasi Pemerintah ya119 langsoog 
ditvjukan kepada masya,akat atau k.epada lnstansi pemerinlah lainn~a. 
sesuai dengan tugas pokok dan fungslnya. 

13. Administtasi Pemetintahan &dalah pengeiolaan prose, pelaksanaan 
tugas dan fungsl peme,intahan yang dijalankan oleh organisasi 
pemerintah. 

14. Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur adalah dokumen 
yang berfungsi sebaQ3i acuan datam penyus-unan Standar Operasional 
Prosedur yang memuat langka~langkah pel'Slapan penyusunan, ta.hap· 
tahap penyus.unan, serta pembuatan diagram alur kegiatan setiap 
organisasi. 

BAB II 

MAKSUD DAN Tl/JUAN SERT A MANFAAT 

Bagian J<eaatu 
Mak.sud dan Tuju.an 

Pasa1 2 

(1) Pedoman ini dimaksudkan sebagai act>an bagi unit organisasi di 
lingkungen Pemerinlah Kota dalam mengidentific.asi, men.muslc.an, 
l'l'lel'l)'lJSun , rneng«nbangk.an, rnemonitor serta mengevaluasi Standar 
Operasiona1 Ptosedu, da1am penyekffiggaraan adminlstrasi 
pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 

(2) Pedoman ini bem,juan untuk : 
a. membamu setiap unit organisasi yang ter1<ecil agar rnemilid 

Standar Operasional Prosedur; 
b. menyempurnakan proses penye!enggaraan ~enntahan dJ 

daerah; 
c. menll')Qkatkan tertib admlnlstrasl dalam peoyeienggaraan 

pemerlntahan daerah, dan 
d. meningkatkan kuafitas palayanan kcpada mMyarak.al 
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Bagian Kedua 
Manfaat 
Pasal 3 

Manf&8it Stancfar Operasional Prosedur dalam penyeS&nggaraan admlni$tJasi 
pemerintal\iln adalah : 
a.. sebagai ukuran standar kinerja bagl pe9awai datam menyelesaW.an, 

mempefbaikl serta mengevaluasi pekarjaan yang menj~i tugas-nya: 
b mengurangi tingkat kesalahaf'I dan kela1.aian yang mungkin dilakukan 

seora.ng p&gawal dalam mel81<.san.B~an tugas: 
c. meningkatkan akvntabilitas, efisiensi dan efektivitas petaksanaan 

tugas dan tanggungjawab individual pegawai dan 0<gan.sasJ :seeara 
keseluruhan; dan 

d . menJamln k0n5'Stensl petayanan Kepaoa masyatakat dari aspE!k m.itu, 
waktu dan prosedur 

BAB Ill 

RUANG U NGKUP 

PataJ 4 

Ruang llngkup pedonian ini adalah seluruh proses f)8'lyelooggaraan 
admrlistrasi pernerintahan termasuil; pemberian pelayanan internal maupun 
ekstemal 0<ganl:s.asl Pemerintah Kota yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja 
Perangkat oaerah Cfan unit-unit organisas1 lainnya. 

BAB JV 

PRJNSJP 

Bagia,n Kos.atu 
Umum 
Patal5 

Ptinsip-pnnsip Slandar Operasiooal PtoseduJ te1di1i ata'S. 
a, prlinslp p,ooyusunan Standar Operasional Prosedur; dan 
b. prinsip pelaksanaan Stander Operesiol"la1 Pfosedur 

Bagian Kedua 
Prir,sip Penyusunan 

Paa.al& 

Prinslp pet1yusunan Standar Ope.ra5iooal Prosedur sebagaimana dimaksucl 
dalam Pasal 5 huruf a adalah : 

a. k«nudahan dan kejelasan yaitu prosedur yang dist.andarkan harus 
modah dime<igerti dan diter"apkan oleh semua pegawal 

b, efisiensi dan efektivitas yartu prosedur yang dtstandairkan ha.rus e6$len 
dari efektif dalam proses pelaksanaan togas; 

c. keselarasan yam., prosedur yang dtstandarkan harus selaras den;an 
proGe<hJr-p<oeedur etandsir hain yang terk$it; 

d. keterukuran yaitu kefuanm prosedur yang distanclarkan mengandung 
stanclar kualitaS/mutu tertentu yang dapat diukur peneepc1:ian 
keberhasilannya; 

e. dinamts yartu prosedur yang d istandarkan narus dengan cepat dapat 
dise&Jalkan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan y3n9 
bo<kemJ>ang; 



r. berOf'iarda.sl p&da peng9una yaitu prosedut yang dista11darka11 h&,us 
mempertimbangkan kebutuhan pengguna, sehlngg:a dapat 
memherikan kepuasan kepada pengguoa: 

g. kepatuhan hukum yaitv prosedur yang distandarkan harus memenuhi 
ketentuan peraturan perundang .. undangan; dan 

h. kepastian hukwn yaitu prosedur yang distandar1<an harus ditetapkan 
oleh pimpinan set>agai sebuah p<octuk hukum yang ditaati. 
dilaksanakan dan meojadJ i.nsttumen untuk melindungi pegawai dari 
kemungkinaJl tuotutan hukum 

Bagian Ketiga 
Printip Polaksanaa.n 

Pasal7 

Prlnsip peiakS&naan Stanclar Operasional Prosedur sebagaknana dimak,ud 
dalam Pasal 5 huruf b ada1ah : 

a. konslsten yaitu hafl.1$ dilaksanakan secara koMisten darl waktu ke 
waktu, oleh siapapun, dan datam kondisi apapun. oleh s.e1uruh jajaran 
organ.isasi Pemerintah Kota; 

b. komitrnen yaftu harus dilak~nskan o'engan komitmen penuh dari 
seh.aruh jajara.n organisasi, dari jenjang yang paling rendah sampal 
dengan yang tl!rtlnggi; 

c. l>t'Jbaikan berkelanjutan yaitu pelaksanaan ha1us torbuka l.eihadap 
penyetnpumaan unh.lk memperoaeh prosedur yang benar-benar etisien 
dan efoktK: 

d. mengikat yaitu harus mengikat pelaksana daJam melaksana<an 
tugasnya se-suai dengan prosedu:r standar yang tetah d[tetapkan; 

e. seluruh u~ur memiliki peran penting yaitu seluruh pegawal 
mempunyai peran tertentu dalarn setiap prosedur yang distandarff.an: 
dan 

r. tetdokuff1entasi dengan baik yaitu seklruh prosedut yang ttilah 
distanCSarkan harus didokumentas.ikan dengan baik 

BABV 

TATA CARA PENYUSUNAN 

Bagian Kes.atu 
Jeni-t 

Pasal 8 

Jer'lis Slandar Ope(asional Prosedur te<diri dari ; 
a. Standar Operasional Prosedur TekntS, digunekan untuk bidang.bid:mg 

J)Gke~aan yang bGJ'$1fat teknis; dan 
b. Sta.ndar (}pe(asional Prosedur Administrasi. digunakan untuk p,OS&S 

pe<encanaan. penganggaran dar\/'atau slklus penyef&nggaraan 
adminiSU3$i pemerint3han. 

Bagi.an Kedua 
Ookumen 

Pas,a;J9 

{1) Dokumen Srarw:ta1 Operaslooal P10Sedut rtl001uat : 
a. halaman judul (cover). yang memuat : 

1. lambang daefah: 
2. judul ookumen Standar Operasooa1 Prosedur r:iooa 

instansi/$.afuan kerje; 
s 



3. tahun pe,nbuatao, 
4. alamat lnstansA; dat1 
5. informasl lain yang dfperlukan. 

b. lembar pengesahan dokumen Standar Operasional Prosed\Jt, yang 
merupakan Keputusan Watikot& tentang Penetapan Ookunen 
Standar Operasional Prosedur yang ditandatangani ~ pimpl11an 
unit organisasi atas nama Walikota: 

c. Standar Operasiooal Prosedur, yang dilaksana.kan del')Jan 
prosedur kegiatan pada masing-masing unit organisasi Pemeriritah 
Kota. l&rdirl darl : 

1. Standar Opecasional Prosedur 1, meliputi deskripsl unit 
orgsnisaai yang memuat : 
a) visl: 
b) mis,; oan 
c) motto/janil layanan. 

2 . St.aJlda, Qi:)e(asional Prosedu, 2. yang meliputi informasi 
mGngenal prosadur yang akan distsnderkan dan memuat : 
a) nama Standar Operasional Prosedur; 
bJ satuan ke<Ja/unlt k•~•: 
c) nomor dokumen: 
d) tanggal pembuatan; 
e) tanggal revisi: 
f) tan,ggal efektif; 
g) pengesahan oleh pejabat yang berkomperen; 
h) dasar hukum: 
i) kelerkahan: 
J) peringatan; 
k} kualiflkasi personel; 
I} pe<alatan dan pertengkapan: den 
m) pe,ncatatan. 

3. Sta.nder Operasional Prosedur 3, yar)Q merupakan penjelasan 
m&ngenal langkah-tangkeh k.egia1an secare rinci dan si$temati:s 
dari prosedur yang distandarkan den disusun dalam bentuk 
diagram alur (Row Chaff) dengan inenggunakan simbcl-simbol 
pros.es keglatan, 

(2) Format halaman Iudu1 (cover), lombar pe119esahan dan Stendar 
Operas10na1 Prosedur sebaga1mana dmak.s.ud pada ayat {1) t&f'cantum 
dalam Lamplran, Mlbagal bag!an yang Udak terpis.ahkat1 darl P~mtvl'an 
Walikota int 

BABVI 

MO,NITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN 

Pasal10 

t<epale Satuan Kerja Perangket Oaerah/kepala unit oc9c1nliasi 
penyelenggara kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota, wa.jib melakvkan 
monitoring, evaluaai den pe11gawasan internal terhadsp pelaksanaan Stander 
Operational Prosedur, yang roonjacu tanggung jawabnya. 



Pasal 11 

(1) Dalam rangka efl~si dan efektivitas atas pelaksanaan Stailda1 
OperasJonal Prose<:fur, dijakukan evaluasi secara berkala paling sedkit 
1 (8"t\l) kali dalam 1 (satu) tahun. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksvd pada aya1 (1) dilakukan oleh yMg 
membidangi Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Oae,ah Ko'la. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal12 

Hal•hal yang belum cukup dtatur Glalam Peraturan Watikota ini sepanj~g 
mengensi teknis pe-Jaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Walikota. 

Paaal13 

Peraturan ini mutal betlak.u sejak tanggsl dlunda.ngkan. 

Agar $8liap orallg dapat rnengetahuinya. memerintahkan pengundanga.n 
Peratvran lnl dengan penem.patannya dalam Serita Oaerah Kota Palembang. 

llane 
• 20C1 
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LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 
NOMOR : 79 TAHUN 201 1 
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2011 
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR 

OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI 
PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG. 

FORMAT DOKUMEN PEDOMAN STAN OAR OPERASIONAL PROSEDUR 

01 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG 

A HAI.AMAN JUDUL (COVER) 

0 -
STANOAR OPERASIONAL PROSEDUR._-+-> 

DINAS/BAOANIBIRO/KANTOR .......... . 

Lambang Oaerah 

Judul doi<umen Standar 
Operasional Pr0$8dur 

TAHUN ------++ Tahun Pembuatan 

DINASIBAOAN/KANTOR 
JL. ... . - .. N!!mllr ... -.... , P~crnNng, Provl11$1 SWnetCtil: &;latoo 
Telepon : - - - Fall:5 : · ·- ·•-.. ·-• Kodo P01 ,.,_.,., .... 
E·IMil ;,_,, __ ,,,, __ .,_,.,, \t,'fJt.>tlte : 

• ASamat lnstansi 

• 



8. LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN 

4- ' 
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG 

SEKRET ARIAT DAE RAH 

Mengingat 

Meoetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

lembusan 

Jafan Merdeka No 1 Palembano, Provinsl Sumatera Selatan 
Telepon : (0711)352695, 312577 FOl<Swnile : (0711) 372384 KOdepos 30131 

E•mal : lnfo@Pat&ml>Mggo.id, Website : www.Pafi&mbang.go.id 

KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR .......... TAHUN ...... , ... 

TENTANG 

WALIKOTA PALEMBANG, 

1:1 , b-ahw8 . , ................ . .. ......... ...... .. . ... . .. ...... ... . ....... ... . .. ..... , .. . 

c. dan seterusnya: 

i. Undang-Undang . ... .......... .. .................. ...... ..... , .... ........ , ... .. 
··········· ······ ······ ·· ... ...... ...... .................................. , 

2. Peraturan Pemerlntah .. ................. ............................. , ..... , .,. 

3. dan seterusnya: 

MEMUTlJSKAN : 

OitGtapkan di . .... ...... ...... . 
pada tanggal ... . ..... . 

~.n, WAt.!KOTA PALEMBANG 
SEKRETARIS DAERAH 

u.b. 
KEPALA SKPO ...... _ 

NAMA 

1 ··················••·••·········· ....... ,,.,. '' 
"· ·································"··•··••·••·••· 
~. dst. 

g 



C. STANOAR OPERASiONAL PROSEDUR 

1, Standar Operasional Prosedur 1, Oeskripsi Unit Organisa$i 

VISI 

1 

Cara Fengisian , 

LAM8ANG OAERAH 
(Nam.a Organis3si Perangkat Oaerah) 
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG 

MISI MOTTOIJANJI LA YANAN 

2 3 

Penyusu.nan Standar Operask>nal Pros&dur 1 dii&i dengan mendeskripsifc.a.n Organisasi 
Pemngkat Oaerah 

Narna Organisa&i 
Peranokat Da0rah 

Diisi denga,n nama Organises.i Perengkat Oeerah 

Kobm1 Oiisi dengan Vlsi yar)Q ada dalam Rencana Strategis Organisasi 
Peranakat Daerah 

Kof:,m2 O:i~ detlgan Mlsl yat:g ada d~ Reneana S!rateg!s Org3nlt3si 
oerantJkat Oaerah 

Kol)m 3 Oiisi dengen MottolJanji Leya.nan yang ada kaitannya dengan 
p .. i .... .... nan Umum/Publik 
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2. Standaf Opetas:ior1ai P,o~du1 2, lor°'rnasi ,net\!i&fl&s pfosedu1 yttr)g t1Mn 
distandarkan 

SA\.IAN KERJA 

NAl.1A UNIT KERJA 

1, 
2. 

Kererkaitan : 
1. 
2. 

Pemqatan : 
1. 
2. 

C~ut:t Pengi:sian . 

Sat.sa.n KerjalUnrt Ketja 

Nomor Stanc1a1 
Opemsiooal Prosedur 
T anggal Pembuatan 
Tanggal ReviSi 
T anggal EfeldW 
Disahl<anolell 
Name Stander Operasional Prosedur 

Ku~Ufi.11.a:si Pela!ii:sarni : 

Peralatan/Pe~nnkan<>n : 
1. 
2. 

Peneatatan dan Pendataan ; 

Oiisi dengan Name Satuan Kerja/Unlt 
Or--anisasi Esselon Ill 

Nomor Standar Operasional Prosedur Disi dengan nomor prosedur yang 
distandatkan Operasion~I Prosedur-«an. 

Tar.ggal Pembuat~m 

yaltu kOd& kegiatan (Nomor Kep9ub 
Tupoksi Organlsas.i Pe.rangkat OaEirah. 
Pasal Saksl'Subbag.'Sub!ffl:i.Ayat R!!,cian 
Turr.as\ ___ 
Oiisi dengan tooggal peng,es.ahan Standar 
i-...,er&s.io1lal Prosedur 

Targgal Revis.i OUsi <fengan tanggat Standar Operaslonat 
Prosedur direvisi 

Ta--al Efektif Oiisi de,.,.,an ta...,..,..al mulai berlaku 
Ois31hkan oieh Oiisi deogan nama pejabat yang 

berko __ :...__n uana men---ahkan 
NaS1a Standar Operasionat Prosecl'ur Oiisi dengan nama prosedur yang akan di. 

Standar Ope{asional Prosedur4kan dari 
k---istan Eeselon IV 

It 



Oasar HukOO'l 0 1isi <1engan Peraturan Peruooang-undangan yang 
mendasari n,osedur 

Keterkaitan Oiisi d&n,gan penjelasan mengenai keterkaitan i,rosedur 
va...,, d lstandarkan denaan ,..,.,..sedur lain vana distandarkan 

Peringatan Oiisi dengan : 

- pe,,jelilsan me09E?nai kemungkinan-kemungkinan 
yang lerjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak 
ddaksanakan. 

- peringatan memberikan indikasl berllagal 
permasala.hari yallg mungkin munrul dan berada d i 
luar kenda:i pelaksana keHka prOSiedur dilak$at1ak.an 
dan berbagaJ dampak yang drtimbulkan. 

. Oalam h:il i:ni 
mengatasinya. 

d1johakan pula b~AimanA == 

KU&.llfitasi pclak.sana Diisi dengan penjelasan mengenai k\Jafffikasi pegawal yang 
dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedut 
wa- dtSctandatkan. 

Peralatan/Perfengkapan Oiisi denga.n penjelt1san mengenal daftat pe<alata.n dan 
-rtennka;,.,.-n vann dibutuhkan. 

PeN:atatan/Pendataan Oiisi dengan penje4asan mengenai beJbaga1 hal yang perlu 
c!idata dan dic:lt:lt o!eh setlap pegawai yang berperan dalam 
--laksanaan ... ,osecttJr ua-- telah distandarkan. 

3. Standar Operasional Prosedur 3, Pro~ur 

Penje!Man men9Etnai tangk.ah~langbh kegiatan secara terinci dan slstematls darl 

prosedur yang dls1and8tkan. 

No Uraian Pelaksana Kcriatan Mutu Baku 
K:"'"'iatan Pelaks 1 Pelaks 2 Pelaks 3 Perivrn<:--- Wakru o·-ut 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 
2 
.... I 

Ca,a Penglsian • 

Uraian Kegiatan Diisi dengan proses sejak <l:ari mulai sampai dtlasilkannya sebuah 
ou1l)vt untult seti9p Standair Operasiona.l Prosedvr sesuai <lengBn 
tugas pokok dan fungsi kegiatan masifl9-masjng unit organisasi 

Pelak.sana 
Y!!l!l befsa=kutan. 
Oiisi dengan pelaksal\a kegiatan yang bersangk.utan, mulai dari 
jabatm~.:~rooggi sampal dengan }abatan terendah (fungsional 
umum/s 

MU:u Baku I Oiisl dengan persyaratan dan kek>ngkaj)an yang dipMukan, waktu 
yang dlpertlikan un1uk meriy.:llesa!;(.an teglatan dan output padi 
setiap aktivitas yang djlakuka.n 



I 

4. Simbot Kegiatan 

Penyusunan Standar Operask>oal Prosedur pada .akhimya akan mengarah pada 

tefbentuknya diagram alur yang menggambal'kafl aliran aktlvri.as at.au keglatan 

masing-masing untt organlsasl. Untuk menggambal'kan ali:ran ak1ivitas te.rsebut., 

digur\akan simbol, sebagai berikut • 

SIMBOL DEFINISI 

Mulailberakhir (totmiMtor). 

I l Simbol in, digunakan untuk menggambarkl:ln 
awaJ dan akhir suatu bagan alir 

Pro-gee, 

I I Simbol ini digunakan untuk menggambarkan 
proses pe!aksanaan kegiatan 

<> 
Pengambflan Keputusan. 

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan 
keputl.1$.ln yong haru$ d1bu.at dolom proses 
pelaksanaan kegiatan 

D Ookumen 

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan 
semua jenis dokumon sebagai bukti pelaks.anaan 
kGQlat.an 

0 
Konektot an.tar halaman 

Simbol !ni digunakan u:ntuk menggambarkan 
perpindahan aktivitas ke halaman berikutnya 

0 
Konektor dalam s.atu halaman 

Simbol ini digunakan untuk menggambatkan 
perpindahan aktivilas dalam satu halaman 

Garis Putus 

•••. ••••••••• •• ► Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arah 
proses hasil dari pefaksanaan kegiatan yang 
befsifal tembusa.n 
GarisAllf 

Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arah 
proses pelaksanaan kegiatan 

\ 
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